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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29 TAIiUN 2011

TENTA G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH

DENG.l\N RAHMf\T TUHAN YANG MAHA ESA

GURERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTr'\.

Meni,nbcn~: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nemer 2g TLlr.~,r. :':C:!~J

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan peml:n~;lI:;::,'

Bea Perolehan Hak At"s Tanah dan Banounan, serta Paja~ 8l'~li <Jar:
82ngunan diserahkan kepada daerah;

b. LJahwa daiam rangka pelaksar.aan kewenangan pemung'Jt2n sd '3gain' an"
dirnaksud dalam huruf a. perlu melaksanakan pen"t"v'l Gil,! !·'.,:a~ ,aI',?
T,"knis Dinas Pelayanan Pajak;

~. b"hwa berdasarKan pertimbangan sebagaimana dimaksud ",,:aro1 hurl'f a
dan huruf b. serta I.lntuk optirna!isasi pemberiar, pelayill1a:, per:",
menetapkan Peraturan GutJernur tenta"9 Pembentuk3n Or~a;l;~"~; r1"n
Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;

Menaingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepeg::wu:an
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 113 Tshun '199~':

2. Undang-Undang Nomar 19 Tanun 1997 tentang Penagihd'l Pajal' ,jC'l'):'"

Surat Paksa sebagai;r.cll13 (elan diub2h dengan Undano-:Jndanlj ~k',,,a: ',1
Tahun 2000;

., ~._}:'l~c::;q-U:!::al-:~ r~l)lnrir 10 Ti'>,,!;' ~J~'\.'~ t·';:('l1er'l:": p.:-·...)hC'~"uK:~~~ f-'~I·(1:13lHl

F\;~:.;~ '_:;jr:~; ~j;-:(~.:, 10(;;""



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik NegaraiDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kine~a Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran;

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame;

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organlsasi Perangkat
Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah;

23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;



24. Peraturan Daerah NomoI' 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;

25. Peraturan Daerah omor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

26. Peraturan Daerah NomoI' 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan
Jalan;

27. Peraturan Daerah NomoI' 16 Tahun 2010 tentang Parkir;

28. Peraturan Daerah NomoI' 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah;

29. Peraturan Gubernur NomoI' 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dlnas Pelayanan Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkann PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala
adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.

9. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsl Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.



11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah
Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak.

13. Kepala Unit adalah Kepala UPPD.

14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah Kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disll1gkat PBB-P
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhulanan dan
pertambangan.

16. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

17. Pemungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPPD.

(2) UPPD sebagaimana dimaksud paoa ayat (1) dibentuk berdasarkan potens!
pajak daerah pada wilayah Kecamatan.

(3) Lingkup wilayah ke~a UPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) UPPD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak dalam
pelaksanaan pelayanan seluruh pajak daerah sesuai kewenangannya,
kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan Jalan da~
Pajak Rokok.



(2) UPPD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kapala Dinas.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPPD dikoordinasikan oleh
Suku Dinas Pelayanan Pajak sesuai lingkup wilayah kerjanya.

Pasal 4

(1) UPPD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan seluruh pajak daerah
sesuai kewenangannya, kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Rokok.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
UPPD mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan rencana strategis UPPD;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD;

c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi pajak daerah untuk
penetapan pajak daerah;

d. penetapan pajak daerah yang menjadi kewajiban wajib pajak sesuai
kewenangan;

e. pelaksanaan penagihan pajak daerah yang menjadi kewajiban wajib
pajak sesuai kewenangan;

f. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah sesuai kewenangan;

g. pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;

h. penghimpunan, pengolahan, penyajian, pemeliharaan dan pengembangan
basis data dan informasi perpajakan daerah;

i. pendataan dan penatausahaan termasuk registrasi wajib pajak daerah;

j. pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan;

k. pemantauan penerimaan pembayaran pajak daerah;

I. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P):

m. pelaksanaan verilikasi dan pengesahan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan (PBB-P) dan BPHTB;

n. pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak daerah sesuai kewenangan;

o. pengurangan dan penyelesaian keberatan pajak daerah sesuai kewenangan;

p. penyediaan dokumen perpajakan dalam rangka penyelesaian banding,
gugatan, sanggahan dan peninjauan kembali pajak daerah;

q pelaksanaan rekonsiliasi penerirnaan pajak daerah;

r. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

s. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;

t. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan pelaksanaan tugas
dan lungs! UPPD; dan

u. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
UPPD.



BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi UPPD terdiri dari :

a. Kepala Unit;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pendataan dan Pelayanan;
d. Seksi Penilaian dan Pemeriksaan;
e. Seksi Penagihan; dan
I. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan lungsi UPPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi
terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan lungsi UPPD; dan

d. melaporkan dan mempertanggun9Jawabkan pelaksanaan tugas dan rungsl
UPPD.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Stal dalam pelaksanaan
administrasi UPPD.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD sesuai dengan Iingkup
tugasnya;



b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) UPPO sesuai
dengan lingkup lugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Ke~a dan Anggaran (RKA),
Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) dan rencana stralegis UPPO;

d. melaksanakan moniloring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) UPPO;

e. menyiapkan sural lugas pendataan, pemeriksaan dan pengawasan di
wilayah kerja UPPO;

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
g. melaksanakan kegialan surat menyurat dan kearsipan;
h. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kanlor;
i. melaksanakan pengurusan ruang rapat. upacara dan pengaturan

acara UPPO;
j. melaksanakan publikasi kegialan UPPO;
k. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegialan

dan akuntabilitas UPPO;
I. menyiapkan bahan laporan UPPO yang ter1<ait dengan lugas Subbagian

Tata Usaha; dan
m. melapor1<an dan memperlanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tala Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pendalaan dan Pelayanan

Pasal8

(1) Seksi Pendataan dan Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini UPPO
dalam pelaksanaan pelayanan pajak.

(2) Seksi Pendataan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Seksi Pendalaan dan Pelayanan mempunyai lugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) UPPO sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan, pengumpulan data perpajakan daerah;
d. menerima, menelili dan menatausahakan permohonan pendaftaran

Wajib Pajak Oaerah;
e. melaksanakan inventarisasi, pemulakhiran, pengelolaan dan pengamanan

basis dala informasi pajak daerah;
f. melaksanakan verifikasi dan pengesahan pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan Perkotaan (PBB-P) dan BPHTB;
g. menetapkan dan menerbitkan Sural Ketelapan Pajak Daerah (SKPD)

dan Sural Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan
Bangunan Pe~kolaan (PBB-P) sesuai kewenangannya;

h. membuat salinan Surat Ketelapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat
Pemberilahuan Pajak Terulang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan
Perkolaan (PBB-P) sesuai kewenangannya;

i. menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor
Objek Pajak Daerah (NOPD) termasuk Nomor Objek Pajak (NaP)
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P);

j. membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang;



k. menghitung dan memperhitungkan pajak terutang;
I. menerbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Daerah Pajak

Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P);
m. menatausahakan dan melaksanakan legalisasi biil/bon, tanda masuk!

karcis dan dokumen lain yang dipersamakan dengan itu;
n. memberikan informasi dan konsultasi perpajakan daerah;
o. menyajikan dan mendistribusikan data informasi penerimaan pajak

daerah dan data lainnya terkait dengan administrasi perpajakan daerah;
p. melaksanakan pengelolaan te nologi informatika pajak daerah pada

UPPD;
q. menyusun buku induk pajak daerah untuk wilayah kerja UPPD;
r. menyusun laporan jumlah ketetapan pajak daerah;
s. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak

daerah terkait dengan tugas Seksi Pendataan dan Pelayanan;
t. menyiapkan bahan laporan UPPD yang terkait dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi Seksi Pendataan dan Pelayanan; dan
u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Pendataan dan Pelayanan.

Bagian Kelima

Seksi Penilaian dan Pemeriksaan

Pasal 9

(1) Seksi Penilaian dan Pemeriksaan merupakan Satuan Kerja Lini UPPD
dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penilaian perpajakan daerah.

(2) Seksi Penilaian dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Unit.

(3) Seksi Penilaian dan Pemeriksaan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPPD
sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pengolahan dan penilaian data PBB-P;
d. mengusulkan penetapan nilai jual Obyek PBB-P;
e. melaksanakan pemantauan, pengamatan dan pengawasan

Perpajakan Daerah;
f. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RKPT);
g. melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Rencana Kerja

Pemeriksaan Tahunan (RKPT);
h. menerima dan melaksanakan permintaan pemeriksaan dari Suku

Dinas Pelayanan Pajak atau berdasarkan informasi lain;
i. membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan Laporan

Pemeriksaan Pajak Daerah (LPPD);
j. melaksanakan administrasi pemeriksaan dan penilaian pajak

daerah;
k. mengusulkan surat perintah tugas penilaian dan pemeriksaan

pajak daerah;
I. mengusulkan penerbitan, pencabutan dan penghapusan Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak
Daerah (NOPD) termasuk Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan (PBB-P);



m. melakukan pengawasan dan penertiban reklame;
n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan leknis pelayanan pajak

daerah lerkail dengan lugas Seksi Penilaian dan Pemeriksaan;
o. menyiapkan bahan laporan UPPD yang lerkail dengan pelaksanaan

lugas Seksi Penilaian dan Pemeriksaan; dan
p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lugas

dan fungsi Seksi Penilaian dan Pemeriksaan;

Bagian Keenam

Seksi Penagihan

Pasal 10

(1) Seksi Penagihan merupakan Saluan Kerja Linl UPPD dalam
pelaksanaan pelayanan penagihan pajak daerah.

(2) Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Seksi Penagihan mempunyai lugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) UPPO sesuai dengan
Iingkup lugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) UPPO
sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan penatausahaan piulang pajak daerah;
d. menerima, menelili dan menalausahakan Sural Seloran Pajak

Oaerah (SSPO) dan/alau Sural Setoran Pajak Oaerah (SSPO)
BPHTB, Sural Pemberitahuan Pajak Oaerah (SPTPO) dan Sural
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);

e. menerbitkan sural leguran alau surat tainnya yang dipersamakan
dengan surat teguran pembayaran pajak daerah;

f. menerbitkan Sural Tagihan Pajak Daerah (STPD);
g. melaksanakan penagihan piulang pajak daerah;
h. melaksanakan proses penundaan dan angsuran lunggakan pajak

daerah:
i. melaksanakan usulan penghapusan piulang pajak daerah;
j. melaksanakan penghapusan alau pengurangan sanksi adminislrasi

pajak daerah sesuai kewenangan;
k. melaksanakan proses keberalan, banding dan sengketa pajak

sesuai kewenangan;
I. melaksanakan pemanlauan pembayaran wajib pajak;
m. melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah;
n. membual usulan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan;
o. melaksanakan verifikasi pembayaran SSPO BPHTB dari Wajib

Pajak dengan SSPD BPHTB dari Bank;
p. melaksanakan verifikasi bukli pembayaran SSPD dengan SPTPD;
q. menyusun laporan pembayaran dan lunggakan pajak daerah;
r. mengusulkan daftar wajib pajak yang akan ditagih dengan sural

paksa;
s. melaksanakan penYlmpanan dokumen penagihan pajak daerah:
t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan leknis pelayanan pajak

daerah lerkail dengan lugas Seksi Penagihan;



u. menyiapkan bahan laporan UPPD yang ter1<ait dengan pelaksanaan
tugas Seksi Penagihan; dan

v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Seksi Penagihan;

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) UPPD dapat mempunyai SUbkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
Struktural UPPD.

Pasal12

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi peJabat
fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UPPD sebagai
bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pelayanan Pajak.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat
fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai
keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang
dimilik!

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional UPPD diatur dengan
Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional
Dinas Pelayanan Pajak sesuar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal13

(1) Kepala UPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan
Struktural Eselon III b.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Pasal 9
ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.



BAB VI

PELAYANAN CEPAT

Pasal 14

(1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan pembayaran pajak daerah di
setiap Iingkup wilayah kerja UPPD dapat dilaksanakan pelayanan cepat di
luar gedung kantor UPPD.

(2) Penetapan lokasi Pelayanan Cepat di luar gedung kantor UPPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAS VII

TATA KERJA

Pasal15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya UPPD wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)
dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD.

Pasal16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua SUbkelompok
Jabatan Fungsional pada UPPD wajib melaksanakan tugas masing­
masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal17

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada UPPD wajib memimpin, mengoordinasikan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada UPPD wajib mengikuti dan
mematuhi perintah dinas atasan masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal18

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada UPPD wajib mengawasl dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah­
langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.



Pasal19

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada UPPD wajib menyampaikan
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal20

(1) Sekretariat Daerah rrelalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap UPPD sebagai bagian dari
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Dinas
Pelayanan Pajak.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan. ketatalaksanaan
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 21

(1) Pegawai Negeri Sipil pada UPPD merupakan Pegawal Negeri Sipil
Daerah.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dl bidang
kepegawaian.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, UPPD mendapat pemblnaan
dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala
sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 22

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD dibebankan pada Anggaran
Pendapatall dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan negara/daerah.

Pasal 23

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD
merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
keuangan negara/daerah.



BAB X

ASET

Pasal 24

(1) Aset yang dipergunakan aleh UPPD sebagai prasarana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.

(2) Pengelalaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelalaan keuangan negara/daerah dan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang
milik negara/daerah.

Pasal' 25

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah
atau bantuan dan pihak ketiga kepada UPPD dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Penerirnaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaparkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelala Keuangan
Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan
dibukukan sebagai aset daerah.

BAB XI

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Bagian Kesatu

Tipe UPPD

Pasal26

Dalam rangka farmasi jabatan clan standar peralatan kerja, UPPD
dikelampokan dalam 4 (empat) tipe yaitu tipe A, tipe B, tipe C dan tipe D
berdasarkan patensi penerimaan pajak pada wilayah kerja masing-masing
UPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Formasi Jabatan

Pasal27

(1) Kepala UPPD tipe A dlbantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata
Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pendataan dan Pelayanan,
1 (satu) orang Kepala Seksi Penilaian dan Pemeriksaan dan 1 (satu)
orang Kepala Seksi Penagihan sebagai bawahan langsung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPPD tipe A dibantu sebanyak-banyaknya
oleh 4 (empat) orang Pejabat Fungsional UmumlTertentu sebagai
bawahan langsung.



(3) Kepala Seksi Pendataan dan Pelayanan UPPD tipe A dibantu sebanyak­
banyaknya oleh 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Umumrfertentu
sebagaibawahanlangsung.

(4) Kepala Seksi Penilaian dan Pemeriksaan UPPD tipe A dibantu sebanyak­
banyaknya oleh 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Umumrfertentu
sebagaibawahanlangsung.

(5) Kepala Seksi Penagihan UPPD tipe A dibantu sebanyak-banyaknya oleh
4 (empat) orang Pejabat Fungsional Umumrfertentu sebagai bawahan
langsung

(6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Gubernur ini, menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai UPPD tipe A,
sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai
daerah.

Pasal28

(1) Kepala UPPD tipe B dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata
Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pendataan dan Pelayanan,
1 (satu) orang Kepala Seksi Penilaian dan Pemeriksaan dan 1 (satu)
orang Kepala Seksi Penagihan sebagai bawahan langsung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPPD tipe B dibantu sebanyak-banyaknya
oleh 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Umumrfertentu sebagai
bawahan langsung.

(3) Kepala Seksi Pendataan dan Pelayanan UPPD tipe B dibantu sebanyak­
banyaknya oleh 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umumrfertentu
sebagai bawahan langsung.

(4) Kepala Seksi Penilaian dan Pemeriksaan UPPD tipe B dibantu sebanyak­
banyaknya oleh 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu
sebagai bawahan langsung.

(5) Kepala Seksi Penagihan UPPD tipe B dibantu sebanyak-banyaknya oleh
4 (empat) orang Pejabat Fungsional Umumrfertentu sebagai bawahan
langsung

(6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Gubernur ini, menjadi acuan pengaJuan kebutuhan pegawai UPPD tipe B,
sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai
daerah.

Pasal29

(1) Kepala UPPD tipe C dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata
Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pendataan dan Pelayanan,
1 (satu) orang Kepala Seksi Penilaian dan Pemeriksaan dan 1 (satu)
orang Kepala Seksi Penagihan sebagai bawahan langsung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPPD tipe C dibantu sebanyak-banyaknya
oleh 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Umumrfertentu sebagal
bawahan langsung.



(3) Kepala Seksi Pendalaan dan Pelayanan UPPD lipe C dibanlu sebanyak­
banyaknya oleh 7 (lujuh) orang Pejabal Fungsional UmumfTertenlu
sebagaibawahan langsung.

(4) Kepala Seksi Penilaian dan Pemeriksaan UPPD lipe C dibanlu sebanyak­
banyaknya oleh 5 (lima) orang Pejabal Fungsional UmumfTertenlu
sebagai bawahanlangsung.

(5) Kepala Seksi Penagihan UPPD lipe C dibanlu sebanyak-banyaknya oleh
4 (empal) orang Pejabal Fungsional UmumfTertenlu sebagai bawahan
langsung

(6) Rincian tormasi jabalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sampai
dengan ayal (5) sebagaimana lercanlum dalam Lampiran VI Peraluran
Gubernur ini, menjadi acuan pengajuan kebuluhan pegawai UPPD lipe C,
sesuai dengan tormasi kebuluhan dan priorilas penerimaan pegawal
daerah.

Pasal30

(1) Kepala UPPD tipe D dibanlu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tala
Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pendalaan dan Pelayanan,
1 (salu) orang Kepala Seksi Penilaian dan Pemeriksaan dan 1 (satu)
orang Kepala Seksi Penagihan sebagai bawahan langsung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPPD tipe D dibantu sebanyak-banyaknya
oleh 3 (liga) orang Pejabal Fungsional UmumfTertenlu sebagai bawahan
langsung.

(3) Kepala Seksi Pendataan dan Pelayanan UPPD lipe D dibanlu sebanyak­
banyaknya oleh 7 (lujuh) orang Pejabal Fungsional UmumfTertenlu
sebagaibawahanlangsung.

(4) Kepala Seksi Penilaian dan Pemeriksaan UPPD lipe D dibanlu sebanyak­
banyaknya oleh 4 (empal) orang Pejabal Fungsional UmumfTertenlu
sebagaibawahanlangsung.

(5) Kepala Seksi Penagihan UPPD tipe D dibantu sebanyak-banyaknya oleh
3 (ti9a) orang Pejabal Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahan
langsung

(6) Rincian tormasi jabalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sampai
dengan ayat (5) sebagaimana lercantum dalam Lamplran VII Peraluran
Gubernur ini, menjadi acuan pengajuan kebuluhan pegawai UPPD tipe D,
sesuai dengan tormasi kebuluhan dan priorilas penerimaan pegawai
daerah.

Bagian Keliga

Standar Peralalan Kerja

Pasal31

(1) Standar peralalan kerja minimal seliap jabalan UPPD lipe A sebagaimana
lercanlum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

(2) Slandar peralalan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
menjadi acuan pengadaan peralalan kerja UPPD lipe A, sesuai dengan
kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.



Pasal 32

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan UPPD tipe B sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Gubernur Ini.

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rnenjadi acuan pengadaan peralatan kerja UPPD tipe B, sesuai dengan
kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

Pasal33

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan UPPD tipe C sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X Peraturan Gubernur ini.

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja UPPD tipe C. sesuai dengan
kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

Pasal34

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan UPPD tipe D sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja UPPD tipe D, sesuai dengan
kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 35

(1) UPPD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester,
triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
b. keuangan;
c. kinerja;
d. kebutuhan, kekurangan dan f,elebihan barang atau prasarana dan

sarana kerja;
e. akuntabilitas; dan
f. pelaksanaan keglatan.

Pasal 36

Dalam rangka akuntabilitas, UPPD mengembangkan sistem pengendallan
internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Oinas Pelayanan
Pajak.



BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 37

Pengawasan terhadap UPPD dilaksanakan eleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelelaan dan
tanggung jawab di bidang pengelelaan keuangan negara; dan

b. Aparat pemeriksa fungsienal pemerintah daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal38

(1) Objek Pajak yang menjadi kewenangan Dinas Pelayanan Pajak, Suku
Dinas Pelayanan Pajak dan UPPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan ebjek pajak
daerah tertentu, Kepala Dinas dapat menugaskan Kepala Suku Dinas
Pelayanan Pajak untuk melakukan pemeriksaan Objek Pajak Daerah yang
menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Pengaturan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku selama
masa transisi, sampai dengan adanya perubahan alas Peraturan Daerah
Nemer 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

BABXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peraturan Gubernur Nemor 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Reklallle Jakarta
Selatan;

b. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Reklallle Jakarta
Pusat dan Timur;

c. Peraturan Gubernur Nemer 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta
Utara;

d. Peraturan Gubernur Nemer 53 Tahun 2009 tentang Pelllbentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Hotel;

e. Peraturan Gubernur Nemer 54 Tahun 2009 tentang Pelllbentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Restoran Non Grup;

f. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Restoran Grup;



g. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2009 lenlang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja UPPD Wajib Pajak Grup;

h. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2009 lentang Pembenlukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Hiburan Grup dan
Insidenlil;

i. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unil Pemeriksaan Pajak Hiburan Non Grup;

j. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2009 lenlang Pembenlukan,
Or9anisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Reklame Jakarta
Barat;

k. Peraluran Gubernur Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeriksaan Pajak Parkir dan Pajak
Daerah Lainnya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah Provrnsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 4 Maret 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
rBUK TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 33



Lampiran I : Peraluran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nornor
Tanggal

29 TAHUN 2011
4 Maret 2011

L1NGKUP WILAYAH KERJA UPPD

No. Nama UPPD Lingkup Wilayah Kerja

I KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

1. UPPD Tanah Abang Kecamatan Tanah Abang,

2. UPPD Menleng Kecamalan Menleng

3. UPPD Senen Kecamalan Senen
4. UPPD Johar Baru Kecamalan Johar Baru

5. UPPD Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih

6. UPPD Kemayoran Kecamatan Kemayoran

7. UPPD Gambir Kecamatan Gambir
8. UPPD Sawah Besar Kecamatan Sawah Besar

II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

1. UPPD Kebayoran Baru Kecamatan Kebayoran Baru

2. UPPD Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan

3. UPPD Kebayoran Lama Kecamatan Kebayoran Lama
4. UPPD Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan

5. UPPD Cilandak Kecamatan Cilandak
6. UPPD Setiabudi Kecamatan Setiabudi
7. UPPD Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu
8. UPPD Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
9. UPPD Pancoran Kecamatan Pancoran
10. UPPD Tebet Kecamalan Tebet

1
III KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. UPPD Taman Sari Kecamatan Taman San
2. UPPD Tambora Kecamalan Tambora
3. UPPD Gragol Petamburan Kecamatan Gragol Pelamburan
4. UPPD Palmerah Kecamatan Palmerah
5. UPPD Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk I

6. UPPD Kembangan Kecamatan Kembangan
7. UPPD Cengkareng Kecamatan Cengkareng --J
8. UPPD Kalideres Kecamatan Kalideres

I

I
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No. Nama UPPD Lingkup Wilayah Kerja

IV KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

1. UPPD Pademangan Kecamatan Pademangan

2. UPPD Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok

3. UPPD Kepulauan Seribu Kab. Pulau Seribu

4. UPPD Koja Kecamatan Koja

5. UPPD Cilincing Kecamatan Cilincing

6. UPPD Penjaringan Kecamatan Penjaringan

7. UPPD Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading

V KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. UPPD Jatinegara Kecamatan Jatinegara

2. UPPD Matraman Kecamatan Matraman

3. UPPD Duren Sawit Kecamatan Duren Sawil

4. UPPD Pulogadung Kecamatan Pulogadung

5. UPPD Cakung Kecamatan Cakung

6. UPPD Kramatjati Kecamatan Kramaljali

7. UPPD Makasar Kecamalan Makasar

8. UPPD Pasar Rebo Kecamalan Pasar Rebo

9. UPPD Ciracas Kecamatan Ciracas

10.UPPD Cipayung Kecamatan Cipayung

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

29 TAHUN 2011

4 Maret 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH (UPPD)

KEPALA UNIT

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSIPENDATAAN SEKSI PENILAIAN SEKSI PENAGIHAN
DAN PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN

SUBKELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

GUBERNlJR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,



Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

TIPE UPPD

29 TAHUN 2011

4 Maret 2011

No. Nama UPPD
Potensi Pajak Daerah

Tipe
(Dalam Besaran Miliaran Rupiah)

1 2 3 4

1. UPPD Setiabudi > 200 A

2. UPPD Kebayoran Baru > 200 A

3. UPPD Menteng > 200 A

4. UPPD Kebayoran Lama > 200 A

5. UPPD Kelapa Gading > 200 A

6. UPPD Tanah Abang > 200 A

7. UPPD Penjaringan > 200 A

8. UPPD Kembangan > 200 A

9. UPPD Grogol Petamburan > 100 - 200 B

10. UPPD Pasar Minggu > 100 - 200 B

11. UPPD Cakung > 100 - 200 B

12. UPPD Cilandak > 100 - 200 B

13. UPPD Mampang Prapatan >100-200 B

14. UPPD Cengkareng > 100 - 200 B

15. UPPD Kebon Jeruk > 100 - 200 B

16. UPPD Gambir > 100 - 200 B

17. UPPD Duren Sawit >100-200 B

18. UPPD Tebet > 100 - 200 B
19. UPPD Taman Sari > 100 - 200 B

20. UPPD Pademangan > 100 - 200 B
21. UPPD Sawah Besar > 100 - 200 B
22. UPPD Tanjung Priuk > 100 - 200 B
23. UPPD Palmerah > 100 - 200 B

24. UPPD Kalideres > 100 - 200 B

25. UPPD Pancoran > 50 - 100 C
26. UPPD Pulogadung > 50 - 100 C
27. UPPD Koja > 50 - 100 C
28. UPPD Kramat Jati > 50 - 100 C
29. UPPD Kemayoran > 50 - 100 C

I ---- I30. UPPD Senen > 50 - 100 C
---4

31. UPPD Cempaka Putih I > 50-100

~ j32. UPPD Jatinegara I
f-

> 50 - 100
33. UPPD Pasar Reba > 50 - 100 C
34. UPPD Tambara > 50 - 100 tci



2

No. Nama UPPD
Potensi Pajak Daerah

Tipe
(Dalam Besaran Miliaran Rupiah)

1 2 3 4

35 UPPD Jagakarsa :0; 50 D

36. UPPD Makasar :0; 50 D

37. UPPD Pesanggrahan :0; 50 D

38. UPPD Ciracas :0; 50 D I
39. UPPD Cipayung :0; 50 D

40. UPPD Matraman :0; 50 D

41. UPPD Cilincing :0; 50 D I
42. UPPD Kepulauan Seribu :0; 50 D

43. UPPD Johar Baru :0; 50 DI

GUBERNUR PROVINSI DAERNJ KHUSUS
IBU TA JAKARTA,



Lampiran IV: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

29 TAHUN 2011

4 Maret 2011

FORMA81 JABATAN UPPD TIPE A

No. Nama Jabatan 8yarat Pendidikan Eselan Jumlah

1 2 3 4 5

1 Kepala Unit 81 Ekonomi/Humaniora IIl.b 1-
- Diklat kepemimpinan Tk. III
- Diktat Manajemen

Perkantoran
- Diklat Manajemen Keuangan
- Diklat Pengadaan Barang

dan Jasa
- Diklat Komputer

Jumlah 1
2 Kepala 8ubbagian Tata - 81 Humaniora IV.a 1

Usaha - Diktat kepemimpinan Tk. IV
- Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat Administrasi

Kepegawaian
- Diklat Pengadaan Barang dan

Jasa
a. Pengadministrasi - D III Humaniora 2

Umum - Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat 8atminkai/Kearsipan
- Diklat Komputer

b. Bendahara - D III AkuntansilEkanomi 1
Pengeluaran Pembantu - Diklat Bendaharawan

c. Pengetola Rumah - D III Humaniora 1
Tangga - Diktat Bendaharawan Barang

- Diklat Komouter
Jumlah 5

3 Kepala 8eksi Pendataan - 81 Ekanami/Humaniora IV.a 1
dan Pelayanan - Diklat kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Administrasi
Pendapatan Daerah

a. Petugas Informasi - D III Humaniora 1
- Diklat Adminrstrasi

Pendapatan Daerah ,
b Petugas Pendaftaran - D III Akuntansi/Ekonomi I 2 I

Pajak - Diklat Administrasi

U-JPendapatan Daerah
c. Petugas Validasi - D III Akuntansi/Ekonomi

1 I I- Diklat Administrasi
Pendaoatan Daerah

d. Petugas Verifikator - D III AkuntansilEkonomi 1 -j

I I - Diklat Administrasi
I . ~endaoatan Daerah
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No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

1 2 3 4 5
e. Petugas Penetapan - Dill Akuntansi/Ekonomi 1 IPajak · Diklat Administrasi

Pendaoatan Daerah
f. Pengadministrasi - D III Humaniora 1Pelayanan · Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat Komouter

g. Petugas Pengolahan - D III Komputer 2
Data - Diklat Administrasi

Pendaoatan Daerah
Jumlah 10

4 Kepala Seksi Penilaian dan - S1 Ekonomi/Humaniora IV.a 1
Pemeriksaan - Diklat kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Administrasi
Pendaoatan Daerah

a. Pengadministrasi - D III Humaniora 1
Pemeriksaan - Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat Komouter

b. Pemeriksa Pajak - D III Perpajakan/Ekonomi 6
- Diklat Administrasi

Pendaoatan Daerah
c. Petugas Penilai - D III Akuntansi/Ekonomil 2

Teknik
- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah
Jumlah 10

5 Kepala Seksi Penagihan - S1 Humaniora IV.a 1
- Diklat kepemimpinan Tk. IV
- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah
a. Pengadministrasi - S1 Hukum/Humaniora 2

Penagihan · Diklat Administrasi

IPerkantoran
- Diklat Komouter

b. Petugasyerifikator - D III Akuntansi/Ekonomi 1
Piutang Pajak - Diklat Administrasi

IPendaoatan Daerah
c. Petugas Rekonsiliasi - D III Akuntansi/Ekonomi 1

- Diklat Administrasi
Pendapatan Daerah

1Jumlah 5

Total 31
-'-- -.J

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,



Lampirall V: Peraturan Gubernur Provillsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

29 TAHUN 2011
4 Maret 2011

FORMA51 JABATAN UPPD TIPE B

No. Nama Jabatan 5yarat Pendidikan Eselon Jumlah

1 2 3 4 5

1 Kepala Unit - 51 Ekonomi/Humaniora IIl.b 1
- Diklat kepemimpinan Tk. III
- Diklat Manajemen

Perkantoran
- Diklat Manajemen Keuangan
- Diklat Pengadaan Barang

dan Jasa
- Diklat Komputer

Jumlah 1

2 Kepala 5ubbagian Tata - 51 Humaniora IV.a 1
Usaha - Diklat kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Admil1lstrasi
Perkantoran

- Diklat Administrasi
Kepegawaian

- Diklat Pengadaan Barang dan
Jasa

a. Pengadministrasi - D III Humaniora 2
Umum - Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat 5atminkal/Kearsipan
- Diklat Komputer

b. Bendahara - D III Akuntansi/Ekonomi 1
Pengeluaran Pembantu - Diklat Bendaharawan

c. Pengelola Rumah - D III Humaniora 1
Tangga - Diklat Bendaharawan Barang I

- Diklat Komputer ,
Jumlah 5

3 Kepala 5eksi Pendataan - 51 EkonomilHumaniora I IV.a 1
dan Pelayanan - Diklat kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Administrasi
Pendapatan Daerah

a. Petugas Informasi - D III Humaniora I 1
- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah I
b. Petugas Pendaftaran - D III AkuntansilEkonomi 2

Pajak - Diklat Administrasi I IPendapatan Daerah
Petugas Validasi Dill AkuntansilEkonomi

~-

c. -
I

1
I- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah - I I
d. Petugas Verifikator - D III Akuntansil Ekonomi I 1

I-I
- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah I



o
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No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

1 2 3 4 5
e. Petugas Penetapan - D III Akuntansi/Ekonomi 1

Pajak - Diklat Administrasi
Pendaoatan Daerah

t. Pengadministrasi - D III Humaniora 1
Pelayanan - Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat Komouter

g. Petugas Pengolahan - D III Komputer 1
Data - Diklat Administrasi

Pendaoatan Daerah
Jumlah 9

4 Kepala Seksi Penilaian dan - S1 Ekonomi/Humaniora IV.a 1
Pemeriksaan - Diklat kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Administrasi
Pendaoatan Daerah

a. Pengadministrasi - D III Humaniora 1
Pemeriksaan - Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat Komouter

b. Pemeriksa Pajak - D III Perpajakan/Ekonomi 5
- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah
c. Petugas Penilai - D III AkuntansilEkonomi/ 1

Teknik
- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah I
Jumlah 8

5 Kepala Seksi Penagihan - S1 Humaniora IV.a 1
- Diklat kepemimpinan Tk. IV
- Diklat Administrasi

Pendaoatan Daerah
a. Pengadministrasi - 51 Hukum/Humaniora 2

Penagihan - Diklat Administrasi
IPerkantoran

- Diklat Komouter I

b. Petugas Verifikator - D III Akuntansi/Ekonomi 1 I IPiutang Pajak - Diklat Administrasi
Pendapatan Daerah 1- --rlIc. Petugas RekonsilJasi - D III AkuntansilEkonomi

- Diklat Administrasi
I Pendapatan Daerah L-- - ..L-J -~

I Jumlah 5

Total 28 I
~ -

GUBERNUR PR VIN51 DAERAH KHU5US
IBU TA JAKARTA.



Lampiran VI: Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

29 TAHUN 2011

4 Maret 2011

FORMA51 JABATAN UPPD TIPE C

No. Nama Jabatan 5yarat Pendidikan Eselon Jumlah

1 2 3 4 5

1 Kepala Unit 51 Ekonomi/Humaniora Ill.b 1-
- Diklat kepemimpinan Tk. III
- Diklat Manajemen

Perkantoran
- Diklat Manajemen Keuangan
- Diklat Pengadaan Barang

dan Jasa
- Diklat Komouter

Jumlah 1

2 Kepala 5ubbagian Tata - 51 Humaniora IV.a 1
Usaha - Diklat kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat Administrasi
Kepegawaian

- Diklat Pengadaan Barang dan
Jasa

a. Pengadministrasi - D III Humaniora 2
Umum - Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat 5atminkai/Kearsipan
- Diklat Komputer

b. Bendahara - D III Akuntansi/Ekonomi 1
Penaeluaran Pembantu - Diklat Bendaharawan

c. Pengelola Rumah - D III Humaniora 1
Tangga - Diklat Bendaharawan Barang

- Diklat KomDuter
Jumlah 5

3 Kepala 5eksi Pendataan - 51 Ekonomi/Humaniora IV.a 1
dan Pelayanan - Diklat kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Administrasi
Pendaoatan Daerah

a. Petugas Informasi - D III Humaniora 1
- Diklat Administrasi IPendapatan Daerah I

b. Petugas Pendaftaran - D III Akuntansi/Ekonomi 1 I I
Pajak - Diklat Administrasi

Pendaoatan Daerah I
Ic. Petugas Validasi - Dill Akuntansi/Ekonomi I I 1

- Diklat Administrasi
Pendapatan Daerah

~ -
d. Petugas Verifikator I _

Dill Akuntansi/Ekonomi
- Diklat Administrasi

I IPendapatan Daerah



2

No. Nama Jabatan 5yarat Pendidikan Eselon Jumlah

1 2 3 4 5
e. Petugas Penetapan - D III Akuntansi/Ekonomi 1

Pajak - Diklat Administrasi
PendaDatan Daerah

f. Pengadministrasi - D III Humaniora 1
Pelayanan - Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat Komputer

g. Petugas Pengolahan - D III Komputer 1
Data - Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah
Jumlah 8

4 Kepala 5eksi Penilaian dan - 51 Ekonomi/Humaniora IV.a 1
Pemeriksaan - Diklat kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Administrasi
IPendapatan Daerah

a. Pengadministrasi - D III Humaniora 1

IPemeriksaan - Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat Komputer
b. Pemeriksa Pajak - D III Perpajakan/Ekonomi 3

- Diklat Administrasi
Pendapatan Daerah

c. Petugas Penilai - D III Akuntansi/Ekonomii 1
Teknik

- Diklat Administrasi
Pendapatan Daerah

Jumlah 6
5 Kepala 5eksi Penagihan . 81 Humaniora

IV I
IV.a 1

- Diklat kepemimpinan Tk.
- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah
a. Pengadministrasi - 51 Hukum/Humaniora 2

Penagihan - Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat Komputer
b. Petugas Verifikator - D III Akuntansi/Ekonomi

hJ-JPiutang Pajak - Diklat Administrasi

IPendapatan Daerah
c. Petugas Rekonsiliasi - D III Akuntansi/Ekonomi

- Diklat Administrasi

~
Pendapatan Daerah I

Jumlah

Total

GUBERNUR PROVIN51 DAERAH KHU5U5
IBUK TA JAKARTA



Lampiran VII : Peraluran Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukola Jakarta

Nomor
Tanggal

29 TAHUN 2011
4 Maret 2011

FORMASI JABATAN UPPD TIPE D

No. Nama Jabalan Syaral Pendidikan Eselon Jumlah

1 2 3 4 5

1 Kepala Unil 81 Ekonomi/Humaniora IIl.b 1-
- Diklal kepemimpinan Tk. III
- Diklal Manajemen

Perkanloran
- Diklal Manajemen Keuangan
- Diklal Pengadaan Barang

dan Jasa
- Diklal Kompuler

Jumlah 1

2 Kepala 8ubbagian Tala - 81 Humaniora IV.a 1
Usaha - Diklal kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Adminislrasi
Perkanloran

- Diklal Adminislrasi
Kepegawaian

- Diklal Pengadaan Barang dan
Jasa

a. Pengadminislrasi - D III Humaniora 1
Umum - Diklal Adminislrasi

Perkanloran
- Diklal 8alminkal/Kearsipan
- Diklat Komputer

b. Bendahara - D III Akunlansi/Ekonomi 1
Penqeluaran Pembanlu - Diklal Bendaharawan

c. Pengelola Rumah - D III Humaniora 1
Tangga - Diklal Bendaharawan Barang I- Diklat Kompuler

Jumlah 4
3 Kepala 8eksi Pendataan - 81 Ekonomi/Humaniora IV.a 1

dan Pelayanan - Diklal kepemimpinan Tk. IV
- Diklal Adminislrasi

Pendapalan Daerah
a. Pelugas Informasi - o III Humaniora 1

- Diklat Adminislrasi
Pendapatan Daerah

b. Pelugas Pendaflaran - D III Akuntansi/Ekonomi 1
Pajak - Diklal Administrasi

Pendapalan Daerah I
Ic Petugas Validasi . D III Akuntansi/Ekonomi 1 I

- Diklal Administrasi
IPendapalan Daerah I

d. Pelugas Verifikalor - Dill Akunlansi/Ekonomi I 1
- Diklal Administrasi

~_JPendapalan Daerah



2

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

1 2 3 4 5
e. Petugas Penetapan - D III Akuntansi/Ekonomi 1 IPajak - Diklat Administrasi

Pendaoatan Daerah
f. Pengadministrasi - D III Humaniora 1Pelayanan - Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat Komouter

g. Petugas Pengolahan - D III Komputer 1
Data - Diklat Admimstrasi

Pendaoatan Daerah
Jumlah 8

4 Kepala Seksi Penilaian dan - 51 Ekonomi/Humaniora IV.a 1
Pemeriksaan - Diklat kepemimpinan Tk. IV

- Diklat Administrasi
Pendaoatan Daerah

a. Pengadministrasi - D III Humaniora 1
Pemeriksaan - Diklat Administrasi

Perkantoran
- Diklat KomOllter

b. Pemeriksa Pajak - D III Perpajakan/Ekonomi 2
- Diklat Administrasi

Pendaoatan Daerah
c. Petugas Penilai - D III AkuntansilEkonomii 1

Teknik
- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah
Jumlah 5

5 Kepala 5eksi Penagihan - 51 Humaniora I IV.a 1
- Diklat kepemimpinan Tk. IV I- Diklat Administrasi

Pendapatan Daerah
a. Pengadministrasi - 51 Hukum/Humaniora 1

Penagihan - Diklat Administrasi
Perkantoran

- Diklat Kompuler
b. Petugas Verifikator - D III AkuntansilEkonomi 1

Piutang Pajak - Diklat Administrasi
Pendaoatan Daerah

c. Petugas Rekonsiliasi - D III Akuntansi/Ekonomi 1
- Diklat Administrasi

I Pendaoatan Daerah I

2~
Jumlah

Total
- -

GUBERNUR PROVIN51 DAERAH KHUSUS
IBUK TA JAKARTA,



Lampiran VIII: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

29 TAHUN 2011
4 Maret 2011

STANDAR PERALATAN KERJA UPPD TIPE A

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

1 2 3 4 5
1 Kepala Unit - Notebook 1 Unit

- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Minibus 1 Unit

2 Kepala Subbagian Tata Usaha - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

a. Pengadministrasi Umum - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Telepon 1 Unit
- Mesin Faksimile 1 Unit
- Mesin Absensi 1 Unit
- Fillinq Kabinet 2 Unit

b. Bendahara Pengeluaran - Komputer 1 Unit
Pembantu - Printer 1 Unit

- Mesin Hitung 1 Unit
- Brankas 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

c. Pengelola Rumah Tangga - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Infocus 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Kerja Teknis

3 Kepala Seksi Pendataan dan - Komputer 1 Unit
Pelayanan - Printer 1 Unit

- Telepon 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

a. Petugas Informasi - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

b. Petugas Pendaftaran Pajak - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Filling Kabinet 2 Unit
- Peralatan Keria Teknis

c. Petugas Validasi - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

d. Petugas Verifikator - Komputer 1 I Unit
- Printer 1 Unit

I - Filling Kabinet 1 Unit
~ Peralatan Keria Teknis __ I J--



2

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

1 2 3 4 5
e. Petugas Penetapan Pajak - Komputer 1 Unit

- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillina Kabinet 1 Unit

f. Pengadministrasi Pelayanan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

g. Petugas Pengolahan Data - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Filling Kabinet 2 Unit
- Peralatan Keria Teknis

4. Kepala Seksi Penilaian dan - Komputer 1 Unit
Pemeriksaan - Printer 1 Unit

- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

a. Pengadministrasi Pemeriksaan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

b. Pemeriksa Pajak - Komputer 6 Unit
- Printer 6 Unit
- Filling Kabinet 6 Unit
- Peralatan Keria Teknis

c. Petugas Penilai - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- FillinQ Kabinet 2 Unit

5 Kepala Seksi Penagihan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillina Kabinet 1 Unit

a. Pengadministrasi Penagihan - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Fillino Kabinet -~- . Ur1iL

b. Petugas Verifikator Piutang - Komputer 1 Unit
Pajak - Printer 1 Unit

- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

c. Petugas Rekonsiliasi I - Komputer 1 I uo;']- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Kerja Teknis I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,



Lampiran IX: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

29 TAHUN 2011

4 Maret 2011

STANDAR PERALATAN KERJA UPPD TIPE B

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

1 2 3 4 5
1 Kepala Unit - Notebook 1 Unit

- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Minibus 1 Unit

2 Kepala Subbagian Tata Usaha - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillinn Kabinet 1 Unit

a. Pengadministrasi Umum - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Telepon 1 Unit
- Mesin Faksimile 1 Unit
- Mesin Absensi 1 Unit
- Fillinn Kabinet 2 Unit

b. Bendahara Pengeluaran - Komputer 1 Unit
Pembantu - Printer 1 Unit

- Mesin Hitung 1 Unit
- Brankas 1 Unit
- Fillino Kabinet 1 Unit

c. Pengelola Rumah Tangga - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Infocus 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

3 Kepala Seksi Pendataan dan - Komputer 1 Unit
Pelayanan - Printer 1 Unit

- Telepon 1 Unit
- Fillina Kabinet 1 Unit

a. Petugas Informasi - Komputer 1 Unit
- Pnnter 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Telepon 1 Unit

I- Peralatan Keria Teknis
b. Petugas Pendaftaran Pajak - Komputer 2 Unit

- Printer 2

u~- Filling Kabinet 2 Unit
- Peralatan Keria Teknis

c. Petugas Validasi - Komputer 1 Unit
- Printer 1

un~
I :

Filling Kabinet 1 l~itPeralatan Keria Teknis
d. Petugas Verifikator 1- Komputer 1 Unit

- Printer 1 Unit I
I - Filling Kabinet 1 Unit

- Peralatan Keria Teknis



2

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja I Jumlah

1 2 3 4 5
e. Petugas Penetapan Pajak - Komputer 1 Unit

- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillino Kabinet 1 Unit

f. Pengadministrasi Pelayanan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

g. Petugas Pengolahan Data - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
. Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

4. Kepala Seksi Penilaian dan - Komputer 1 Unit
Pemeriksaan - Printer 1 Unit

- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

a. Pengadministrasi Pemeriksaan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

b. Pemeriksa Pajak - Komputer 5 Unit
- Printer 5 Unit
- Filling Kabinet 5 Unit
- Peralatan Keria Teknis

Umlc. Petugas Penilai - Komputer 1
- Printer 1 Unit
- Fillino Kabinet 1 Unit

5. Kepala Seksi Penagihan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillin'o Kabinet 1 Unit

a. Pengadministrasi Penagihan - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Fillina Kabinet 2 Unit

b. Petugas Verifikator Piutang - Komputer 1 Unit
Pajak - Printer 1 Unit

- Filling Kabinet

I-i
Unit

- Peralatan Kerja Teknis
c. Petugas Rekonsiliasi - Komputer Unit- Printer Unit

- Filling Kabinet Unit
- Peralatan Keria Teknis ---'

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK TA JAKARTA,

o



Lampiran X: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 29 TAHUN 2011
Tanggal 4 Maret 2011

STANDAR PERALATAN KERJA UPPD TIPE C

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

1 2 3 4 5
1 Kepala Unit - Notebook 1 Unit

- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Minibus 1 Unit

2 Kepala Subbagian Tata Usaha - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillina Kabinet 1 Unit

a. Pengadministrasi Umum - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Telepon 1 Unit
- Mesin Faksimile 1 Unit
- Mesin Absensi 1 Unit
- Fillina Kabinet 2 Unit

b. Bendahara Pengeluaran - Komputer 1 Unit
Pembantu - Printer 1 Unit

- Mesin Hitung 1 Unit
- Brankas 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

c. Pengelola Rumah Tangga - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Infocus 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

3 Kepala Seksi Pendataan dan - Komputer 1 Unit
Pelayanan - Printer 1 Unit

- Telepon 1 Unit
- Fillina Kabinet 1 Unit

a. Petugas Informasi - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling I<abinet 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

b. Petugas Pendaftaran Pajak - Komputer 1 Unit
- Printer 1

I
Unit

I- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Kerja Teknis

c. Petugas Validasi - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit

I - Peralatan Kerja Teknis I

Id Petugas Verifikator - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit

I - Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Kerja Teknis L-_~ ~



2

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

1 2 3 4 5
e. Petugas Penetapan Pajak - Komputer 1 Unit

- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillino Kabinet 1 Unit

f. Pengadministrasi Pelayanan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

g. Petugas Pengolahan Data - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Filling Kabinet 2 Unit
- Peralatan Keria Teknis

4. Kepala Seksi Penilaian dan - Komputer 1 Unit
Pemeriksaan - Printer 1 Unit

- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

a. Pengadministrasi Pemeriksaan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

b. Pemeriksa Pajak - Komputer 3 Unit
- Printer 3 Unit
- Filling Kabinet 3 Unit
- Peralatan Keria Teknis

c. Petugas Penilai - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

5. Kepala Seksi Penagihan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

a. Pengadministrasi Penagihan - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Fillinq Kabinet 2~ Unit

b. Petugas Verifikator Piutang - Komputer 1 Unit
Pajak - Printer 1 Unit

- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

c. Petugas Rekonsiliasi - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet L 1 Unit
- Peralatan Kerja Teknis

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA



Lampiran XI: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

29 TAHUN 2011

4 Maret 2011

STANDAR PERALATAN KERJA UPPD TIPE D

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

1 2 3 4 5
1 Kepala Unit - Notebook 1 Unit

- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Minibus 1 Unit

2 Kepala Subbagian Tata Usaha - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

a. Pengadministrasi Umum - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Mesin Faksimile 1 Unit
- Mesin Absensi 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

b. Bendahara Pengeluaran - Komputer 1 Unit
Pembantu - Printer 1 Unit

- Mesin Hitung 1 Unit
- Brankas 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

c. Pengelola Rumah Tangga - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Infocus 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

3 Kepala Seksi Pendataan dan - Komputer 1 Unit
Pelayanan - Printer 1 Unit

- Telepon 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

a. Petugas Informasi - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

b. Petugas Pendaftaran Pajak - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

c. Petugas Validasi - Komputer 1 Unit
- Printer" 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

d. Petugas Verifikator - Komputer 1 Unit
- Printer

1EI
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis .L__ __



2

No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

1 2 3 4 5
e. Petugas Penetapan Pajak - Komputer 1 Unit

- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

f. Pengadministrasi Pelayanan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

g. Petugas Pengolahan Data - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

4. Kepala Seksi Penilaian dan - Komputer 1 Unit
Pemeriksaan - Printer 1 Unit

- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

a. Pengadministrasi Pemeriksaan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknis

b. Pemeriksa Pajak - Komputer 2 Unit
- Printer 2 Unit
- Filling Kabinet 2 Unit
- Peralatan Keria Teknis

c. Petugas Penilai - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Fillino Kabinet 1 Unit

5. Kepala Seksi Penagihan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 Unit
- Telepon 1 Unit
- Fillinq Kabinet 1 Unit

a. Pengadministrasi Penagihan - Komputer 1 Unit
- Printer 1 J Unit- Fillino Kabinet 1 . U~b. Petugas Verifikator Piutang - Komputer 1 Unit

Pajak - Printer 1 Unit
- Filling Kabinet 1 Unit
- Peralatan Keria Teknls

c. Petugas Rekonsiliasi I - Komputer 1
.~

Unit
- Printer 1 Unit

i - Filling Kabinet 1 Unit- Peralatan Keria Teknls , I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
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